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Abstrak
 

Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan

dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian ini penting, mengingat kompleksitas

tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan

mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

menggulirkan kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dengan harapan pemerintahan perlu didekatkan

kepada masyarakat, agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (the closer goverment, the better it

serves). Artinya Kelurahan yang merupakan unsur pelaksana Lini/Pelaksana Kewilayahan mampu

memberikan kinerjanya yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung

kepada masyarakat (close to the customer) di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara

mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara

snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang  dapat

memberikan informasi yang tepat dan mendalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan

Penguatan Manajemen Kelurahan dalam implementasinya memiliki kecenderungan pada statutory services,

artinya pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan tidak memiliki otonomi untuk membuat policy

(membuat pengaturan) dan hanya bertugas melaksanakannya, tetapi terkadang pemerintah kelurahan masih

mendapat kesempatan dan diskersi untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap

kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan. Implikasinya terjadi penyeragaman pelimpahan kewenangan

dan penganggaran dalam kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan, sehingga kinerja pemerintah kelurahan

tidak ada perubahan setelah dilaksanakan kebijakan tersebut bahkan lebih terpuruk, karena kegiatan

Penguatan Manajemen Kelurahan lebih mengedepankan aspek penyerapan anggaran dibandingkan progress

kegiatan, apalagi didukung dengan situasi dan kondisi kelurahan yang minim akan kuantitas dan kualitas

personil kelurahan.

<hr>This thesis is forms a research about the implementation of Strengthening Kelurahan management

policy in order to increase Kelurahan Government performance. This is important, considering the need and

the problems of Jakarta society which is very dynamic is soon needed to be solved. That is why,

Government of DKI Jakarta Province make a program called The Strengthening of Kelurahan Management

Policy, hoping that this program can make the quality of public services, in other words ?the closer

government, the better it serves?. It means, Kelurahan as the lowest of the government of DKI Jakarta

Province can give the best performance while doing its function giving services to the society in its area.

This research use qualitative method, which is its data get from literature, observation, and indepth interview

with some informants. Meanwhile, the choosen of some informants by snowball sampling, first informant

give clue about next informant that can give many right and deep informations. The result of this research

shows that the implementation of this policy is preference to statutory services, means that Kelurahan
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doesn?t has autonomy to make a policy , Kelurahan only do the policy. But sometimes Kelurahan still has a

chance to make a decision that can be implemented to the Strengthening Kelurahan management policy. The

implication is delegation of authority and budgetary in this policy are being generalize in all Kelurahan, this

makes the performance of Kelurahan is not better, even worse, because this policy only pay attention to the

absorption of budgetary than the progress of the program/activity, with the situation and the condition of

Kelurahan? staff has low quantity and quality.


